
WALI KOTA BAIIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR   29    TAHUN2024

TENTANG

TATA NASKAII DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAII DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

Men8in8at

a.   bahwa    untuk    meningkatkan    tertib,    efisiensi,     dan
efektivitas   administrasi   penyelenggaraan   pemerintahan
daerah    diperlukan    pedoman    tata   naskah    dinas   di
lin8kungan Pemerintah Daerah;

b.   bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Tata   Naskah   Dinas   di   Lingkungan   Pemerintah   Kota
Balikpapan   sudah   tidak  sesuai  dengan  perkembangan
organisasi ,       peratu ran       peru ndang-undangan ,       dan

perkembangan    teknologi    komunikasi    dan    informasi,
sehingga perlu diganti;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali   Kota  tentang  Tata   Naskah   Dinas  di   Lingkungan
Pemerintah Daerah;

1.   Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang   Darurat   No.   3   Tahun    1953   tentang
Pexpanjangan     Pembentukan     Daerah    Tingkat    11    di
Kalimantan (I.embaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagal
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan    Lembaran Negara Nomor  1820) sebagalmana
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telah   beberapa  kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-
Undang   Nomor   8   Tahun   1965   tentang   Pembentukan
Daerah Tin8kat 11 Tanah Laut, Daerah Tin8kat 11 Tapin dan
Daerah  Tingkat  11  Tabalong  dengan  Mengubah  Undang-
Undang No.  27 Tahun  1959, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Talun 1953, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1965   Nomor   51,   Tambahan   Lembaran   Negara   Nomor
2756);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (I.embaran     Negara     Repub]ik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Talnbahan I.embaran
Negara   Republik  Indonesia  Nomor   5587)   sebagaimana
telah   beberapa  kali   diubah   terakhir  dengan   Undang-
Undang   Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856) ;

4.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2023
tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lin8kungan  Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2`023
Nomor 144);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAII DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAII DAERAII.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.     Wali Kota adalah wali Kota Balilapapan.
3.     Wakfl wali Kota adalah wakjl wall Kota Balikyapan.
4.     Dewan Perwalalan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga  perwaldlan   rakyat   daerah  yang  berkedudukan   sebagai   unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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5.     Hmpinan DPRD adalah Ketua dan para wakfl Ketua DPRD Kota Balikpapan.
6.     Sekretaris Daerch adalah sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
7.     Pemerintah    Daerah    adalah   Wali   Kota   sebagal   unsur   penyelenggara

pemerintahan  daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

8.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Wali  Kota  dan  DPRD  dalam

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  yang  menjadi  kewenangan
Daerah.

9.     Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Kota Balikpapan.

10.   Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Wali
Kota Balikyapan.

11.   Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,  susunan dan bentuk,

pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan dan pengendalian yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

12.   Naskah Dinas adalah inforlnasi tertulis sebagal alat komunikasi` kedinasan

yang   dibuat   dan/atau   dikeluackan   oleh   pejabat   yang   berwenang   di
lingkungan Pemerintah Daerah.

13.   Tanda Tangan  Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik  yang   dilekatkan,   terasosiasi,   atau   terkait   dengan   infonnasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB 11

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAII DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a.     Naskah Dinas arahan;.
b.     Naskah Dinas korespondensi; dan
c.     Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3
Naskah Dinas arahan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a.     Naskah Dinas pengaturan;
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b.     Naskah Dinas penetapan; dan

Q.     Naskah Dines penugasan.

Pasal 4
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a terdiri
atas:
a.     Perda;

b.     Perwali; dan
c.     Peraturan DPRD.

Pasal 5
Naskah Dinas penetapan sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri
atas:
a.     Keputusan wali Kota;
b.     Keputusan DPRD;
c.     Keputusan pimpinan DPRD; dan
d..     Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6
Susunan dan bentuk Naskah  Dinas pengaturan  sebagaimana dilnaksud dalaln
Pasal  4  dan  Naskah  Dinas  penetapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)    Naskah  Dinas  penugasan  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf c
terdiri atas:
a.   surat perintah;
b.   surattugas; dan
c.   surat peljalanan dinas.

(2)    Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah
dari atasan   kepada   bawahan untuk melaksanakan pckeH.aan tertentu di
luar tugas dan fungsi.

(3)-  Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b berisi tugas darn
atasan  kepada  bawahan  untuk  melaksanakan  perintah  pekeH.aan  sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4)   _Surat  pejalanan   dinas   sebagalmana   dimaksud  pada   ayat  (1)   huruf  c
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam
rangka   pelaksanaan   peljalanan   dinas   pejabat   negara,   pegawai   negeri,
pegawai tidak tetap dan pihak lain.
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Pasal 8
Susunan  dan  bentuk Naskah  Dines  penugasan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  7  ayat  (1)   tercantum  dalam  hampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Wa]i Kota ini.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9
Naskah  Dinas  korespondensi  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf b,
terdiri atas:
a.     korespondensi internal; dan
b.     korespondensi ekstemal.

Pasal 10
Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
a, terdiri atas:
a.     notadinas;
b.     memo;dan
c.      disposisi.

Pasal 1 1

(1)    Nota  Dinas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  huruf  a  merupakan
sarana  komunikasi  kedinasan  antar  pejabat  atau   dari  atasan   kepada
bawahan atau dari bawahan kepada atasan di hi9kungan internal Perangkat
Daerah.

(2)    Memo  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   10  huruf  b  berisi  informasi
kedinasan   yang   bersifat   mengingatkan   suatu   masalah,   menyampaikan
arahan,   peringatan   atau   pendapat   yang   dibuat   oleh   atasan   kepada
bawah-ya.

(3)    Disposisi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   10   huruf  c   merupahan
petunjuk  tertulis  sin8kat  dari  atasan  kepada  bawahan  mengenai  tindak
lan].ut/ tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12
Susunan   dan   bentuk   Naskah   Dinas   korespondensi   internal   sebagainana
dimaksud dalam  Pasal  10 tercantum dalam Lanpiran yang merupakan  bagian
tidak telpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini.
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Pasal 13,

(1).   Naskah Dinas korespondensi ekstemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

(2)    Susunan  dan  bentuk  Naskah  Dinas  korespondensi  ekstemal  tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14
Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a.     instruksi;
b.     suratedaran;
c.     suratkuasa;
d.     beritaacara;
e.     surat keterangan;
f.      suratpengantar;

9.     pengumuman ;
h.     Iaporan;
i.      telaahan staf;

j.      notula;
k.     suratundangan;
1.      surat pemyataan melaksanakan tugas;
in.    surat panggilan;
n.     suratizin;
o.     Iembaran daerah;

p.     beritadael.ah;
q.     rekomendasi;
r.     radiogram;
s.     surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
t.     sertifikat;
u.    piagan; dan
v.     suratpeH.anjian.

Pasal 15

(1)    Instruksi    sebagainana    dimaksud    dalam    Pasal    14    huruf   a    berisi
perintah/arahan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2)    Surat   edaran   sebagaimana   dimaksud   dalaln   Pasal   14   huruf  b   berisi
pemberitahuan,   penjelasan   dan/atau   petunjuk   cara  melaksanakan   hal
tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

(3)    Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian
kuasa  kepada  pihak  lain  dengan  atas  namanya  untuk  melakukan  suatu
tindakan   tertentu   dalam   rangka   kedinasan   sesuai   dengan   ketentuan
peratul.an perundang-undangan.

(4)    Berita   acara   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   14   huruf   d   berisi
pemyataan  pelaksanaan  kegiatan  pada  waktu  dan  tempat  tertentu  yang
ditandatangani oleh para pihak.

(5)'   Surat  keterangan  sebagaimama  dimaksud  dalarri  Pasal  14  huruf  e  berisi
penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/ tertentu.

(6)    Surat  pengantar  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal   14  huruf  f  berisi
infomiasi yang digunakan untuk menyampaikanbarang atau naskah.

(7)    Pengumuman   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   14   huruf   g   berisi
pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.

(8)   `Laporan    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    14    huruf    h    berisi
pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

(9)    Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf i berisi analisis
pertimbangan,  pendapat,  dan  saran  secara. sistematis  terhadap  sesuatu
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.

(10)  Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf j  merupakan catatan
yang berisi proses sidang atau rapat.

`(11)  Surat  undangari  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   14  huruf  k  berisi

undangan   kepada   pejabat/pegawai   baik   dilin9kup   internal   Pemerintah
Daerah,  maupun  pihak ekstemal yang tertera pada alamat tujuan  untuk
menchadiri suatu acara kedinasan.

(12)  Surat pemyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14  huruf I berisi pemyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang

pegawai telah melaksanakan tugas.
(13)  SuraLt  panggilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   14  huruf  in  berisi

pemanggilan    dari    pejabat    yang    berwenang    kepada    pegawai    untuk
menghadap.

(14)  Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan
terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15)  I,embaran  Daerah  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf o  berisi
penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengnndan8kan Perda.
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(16)  Berita   Daerah   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   14   huruf  p   berisi
penerbitan  resmi  Pemerintah  Daerah  untuk  mengundangpran  Perwali  dan
Peraturan DPRD.

(17)`  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf q merupakan
naskah dinas berisi keterangan atau  catatan dari pejabat yang berwenang
tentang  sesuatu  hal  yang  untuk  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan
kedinasan.

(18)  Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan
tertulis  resmi yang  dikirim  melalui  radio  naskah  dinas  dari  pejabat yang
berwenang berisi informasi hal tertentu yang dildrim melalui telekomunikasi
elektronik.

(19)  Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal   14  huruf  s  merupakan  naskah  dinas  sebagai  tanda  bukt=i  berisi
keterangan   seseorang   telah   lulus/mengikuti   pendidikan   dan   pelatihan
tertentu.

(20)  Sertifikat sebagainana dinaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah
dinas  sebagai  berisi  keterangan  tanda  bukei  seseorang  telah  mengikuti

program/kegiatan   tertentu,   antara   lain:   penataran,   kursus,   orientasi,
bimbingan te]mis, wol.kshop, seminar, dan yang sejenis.

(21)  Piagam sebagainana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah
dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atan instansi/1embaga
dari pejabat berwenang.

Pasal 16

(1)    Surat  peg.anjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   14  huruf  v  berisi
kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak
afau  lebih  untuk  melaksanakan  tindahan  atau  perbuatan  hukum  yang
disepakati bersama.

(2)    Susunan dan bentuk surat peljanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Forlnat Naskah  Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf a
sampal dengan. huruf u tercantum dalam I,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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BAB Ill

PEMBUATAN NASKArl DINAs

Bagian Kesa.tu

Umum
Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a.    media rekam kertas; atau
b.    media rekam elektronik.

Pasal 19
Pembuatan  Naskah  Dinas dengan  media rekam kertas  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan
basah.

Pasal 20
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam _elekeronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:
a.    aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
b.    aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 2 1
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:
a.     kop;

b.     penomoran;
c.     penggunaan kertas;
d.    penggunaan tinta;
e.    jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f.     penentuan batas atau ruang tepi;

9.     nomor halanan;
h.    tembusan;
i.     1anpiran;

j.     paraf, tanda tangan, dan stempel;
k.    alnplop dan map; dan
1.      Naskah Dinas bahasa asing.
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Bagian Kedua
KOp

Pasal 22
Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf a terdiri atas:
a.     kop Naskah Dinasjabatan wali Kota; dan
b.    kop Naskah Dinas perangkat Daerah.

Pasal 23

(1)    Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wall Kota.

(2)    Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagainana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas,  dan
pelaksana harian Wali Kota.

Pasal 24
Kop  Naskah  Dinas  Perangkat  Daerah  sebagainana  dimaksud  dalaln  Pasal  22
huruf  b  digunakan  untuk  Naskah  Dinas  yang  ditandatangani  oleh  pejabat
berwenang _selaln Wall Kota.

Pasal 25
Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagainana dimaksud dalam Pasal 22
tercantum  dalam  I.ampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 26
Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggrnaan Kertas

Pasal 27
Penggunaan   kertas   sebagaimana  dinaksud   dalam  Pasal   21   huruf  c  yang
digunakan  dalam  penyusunan  Naskah  Dinas  pengaturan  dan  Naskah  Dinas
penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 28
Kertas yang  digunakan  dalam  penyusunan  Naskah  Dinas  penugasan,  Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis HoutzJr!7.
Schrijrpap{.er (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh)

graln/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah
Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1)    Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagainana
dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf d sebagai berikut:
a.    tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
b.    tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru

tua;
c.     tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwama ungu; dan
d.    tinta  stempel  yang  digunakan  untuk  Naskah  Dinas  bersifat  rahasia,

berwama merah.

(2)    Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak
larut oleh air/tidak luntur atau pkymen€ c!zt7iczbrz.fe.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 3 1

(1)    Jarak spasi pada Naskah  Dinas pengaturan dan  Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Jarak spasi pada Naskah Dines selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan
aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

(1)    Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naslrah Dinas penetapan
yaitu boofermari oZcZ sftyze dengan -ukuran 12 (dua belas).
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(2)    Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi,  Naskah Dinas
khusus dan  Naskah  Dinas Penugasan yaltu Arial dengan ukuran  12  (dua
belas).

Pasal 33

(1)    Kata penyambung merupakan  kata yang  digunakan  sebagai  tanda  bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

(2)    Kata penyambung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
a.     alchir setiap halaman;
b.    baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
c.     kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.

(3)    Dalam  pembuatan  Naskah  Dinas  dengan  media  rekam  elektronik  tidak
mencantumkan hafa penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

(1)    Penentuan  batas  atau  ruang  tepi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21
huruf  f  pada  kertas  bertujuan  untuk  keserasian  dan  kerapian  dalam
penyusunan Naskah Dina-s.

(2)   Penentuan batas atau ruang tepi sebagainana dimaksud pada ayat (1) untuk
Naskah  Dinas  korespondensi  dan  Naskah  Dinas  khusus  diatur  dengan
ketentuan sebagal berikut:
a.    ruangtepi atas:

1.  apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua} spasi di bawah kop;
dan

2.  apabila  tanpa     kop     Naskah     Dinas,  paling  sedikit  2   cm  (dua
sentimeter) dari tepi atas kertas.

b.    ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 cm (dua koma lima sentimeter)   dari
tepi bawah kertas;

c.     ruang tepi ldri paling sedi]rit 3 cm (tiga sentimeter) dari tepi ldri kertas;
dan

d.    ruang tepi kanan paling sedikit 2  cm (dua sentimeter)  dari tepi kanan
kertas.
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Bagian KedelaLpan

Nomor Halanan

Pasal 35
(1)    Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah

Dinas menggunakan angka arab/ biasa.

(2)    Nomor halaman sebagainana dinaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatlran pada bagian tengah
atas secara simetris.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36
(1)    Tembusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  huruf  h  disampaihan

kepada pihak yang bersangkutan  dan pihak yang dianggap perlu mengetahui
isi surat tersebut.

(2)    Tembusan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (.1)  yang  naskah  dinasnya
ditandatangani  oleh  pejabat yang  mengatasnamakan  disalnpaikan  kepada
pejabat yang diatasnamakan.

(3)    Ten-busan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  naskah  dinasnya
ditandatangani   oleh   jabatan   pimpinan   tinggi   atas   mama   Wali   Kota,
disampaikan kepada Wall Kota dan Sekretaris Daerah.

(4)    Tembusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  naskah  dinasnya
ditandatangani  oleh jabatan  pimpinan  tinggi  atas nana WaJi  Kota berupa
surat  tanda tamat pendidikan  dan  pelatihan,  sertifikat,  dan piagam  tidak
memerlukan tembusan.

(5)    Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berada pada posisi bagian
]riri  bawah  pada  Naskah  Dinas  dan  diikuti  tanda baca titik dua  (-:),  tidak
diberi garis bawah,  serta tidak perlu  menambahkan kata sebagai laporan,
'arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 37
(1)    Lanpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh

pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
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(2)    Dalam  hal  lampiran  Naskah  Dinas  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
memilild   lebih   dari   satu   halaman,   halanan   berikutnya   diberi   nomor
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan dan Stempel

Pasal 38
Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagainana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j
merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

(1)    Paraf  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  merupakan  tanda  tangan
sin8kat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

(2)    Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    parafhierarki; dan
b.    paraf koordinasi.

(3)    Naskah   Dinas   yang   konsepnya   dibuat   oleh   pejabat   dibawah   pejabat
penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

(4)    Naskah    Dinas    yang    konsepnya    dibuat    oleh    pejabat    yang    akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

(5)    Fitur paraf dalam media rekam elerfuonik, berbentuk catatan riwayat Naskah
Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat

yang bervenang.
(6)    Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat peljalanan

dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

(1)    Paraf hierarki  sebagaimana  dimaksud  dalam    Pasal    39  ayat  (2)  huruf a
merupakan  paraf pejabat  sesuai jenjang jabatan yang  dibubuhhan  dalam
bentuk matriks.

(2)    Pembubuhan  paraf hierarki  pada  Naskah  Dinas yang  ditandatangani  oleh
Wali  Kota,  Walril  Wali  Kota,  Sekretaris  Daerah,  asisten,  sekretaris  DPRD,
kepala  dinas,  kepala  badan,  inspektur,  dan  direktur  rumah  sakit  umum
harus. diparaf terlebih dahulu paling banyak 3 {tiga) tiga orang pejabat s^ecara
bebenjang.

(3)    Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi,
dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.
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Pasal 4 1

(1)    Paraf koordinasi  sebagalmana  dinaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  huruf b
merupakan paraf pejabat sesual substansi tugasnya atau pejabat lain yang
terfibat pada masing-masing unit kelja yang berbentuk matriks.

(2)    Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kelja, diparaf oleh
unit  pengolah  dan  unit    lain    yang  terkait  sebelum  ditandatangani  oleh

pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42
(1)    Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  38  berfungsi  sebagal  alat  autentikasi  -dan  verifikasi  atas  identitas

penandatangan serta keaute-ntikan, ketelpercayaan, dan keutuhan inforlnasi.
(2)    Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.    tanda tangan basah; atau
b.    Tanda Tangan Elektronik.

(3)    Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2)
dilakukan oleh pejabat yang bervenang.

Pasal 43

(1)    Tanda  tangan  basah  digunakan  pada  Nashah  Dinas  dengan  media rekam
kertas.

(2)    Tanda  Tangan  Elektronik  digunakan  pada  Naskah  Dinas  dengan  media
rekan elektronik.

Pasal 44

(1)    Penufisan nana pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.

(2)    Penulisan  mama  pejabat  yang  menandatangani  Naskah  Dinas  penugasan,
Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas ]chusus menggunakan gelar,.
kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

(3)    Penulisan nana penanda tangan untuk pejabat selain Wall Kota, Wakil Wall
Kota, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan

pangkat/golongan.
(4)    Penulisan  nana  penanda  tangan  untuk  penjabat,  penjabat  sementara,

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wall Kota tidak menggunakan gelar,
nomor -induk pegawai, dan pan8kat/ golongan.

(5)    Penulisan  nana  penanda  tangan  untuk  penjabat  dan  pelaksana  harian
Sekretaris  Daerah  tidak  menggunakan  gelar,. nomor  induk  pegawai,  dan
pan8kat/golongan.
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Pasal 45
Pemberian  Tanda  Tangan  Elektronik  pada  Naskah  Dinas  berlaku  ketentuan
sebagai berikut:
a.    Tanda Tangan Elektronik harus ditandal dalam susunan dan bentuk kode

C.,

d.

quiefe response yang disertal nana pejabat penandatangan dan nana jabafan;
Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak

yang berhak tanpa harus dicetak;
pendistribusian sebagalmana dimaksud dalam huruf b dapat melalui apHkasi
umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi
elektronik Indonesia.

Pasal 46
(1)    Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media. rekam kertas.
(2)    Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah

Dinas dengan media rekam elek±ronik.

Pasal 47
Stempel terdiri alas:
a.    stempeljabatan wali Kota;
b.    stempel peran8kat Daerah;

`   c.    stempel  unit  pelaksana  teknis  daerah  dan/atau  badan  layanan  umum

daerah; dan
d.    stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48
Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lanpiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini.

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map

Pasal 49
(1)    Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a.    Amplop Naskah Dinas Jabatan wall Kota; dan
b.    Amplop Naskah Dinas peran8kat Daerah.

(2)    Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah
Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.

(3)    Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan
media  rekam  kertas  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sesuai  dengan



-17-

kepentingan Pemerintah Daerah.

(I)    Amplop Nashah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan kertas wanna putih.

(5)    Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf b menggunakan kertas wama coklat.

Pasal 50

(1)    Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirini dan alamat
tujuan.

(2)    Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
a.    1ambang negara berwama kuning emas dan nana jabatan, alamat yang

dilengkapi  dengan  nana  Daerah  dan  mama  provinsi,  nomor  telepon,
faksimile,  pos-el,  laman,  dan  kode  pos  di  bagian  tengah  atas  untuk
amplop Naskah Dinas jabatan Wa]i Kota; dan
logo  daerah  berwama dan nalna Pemerintah Daerah,  nana Perangkat
Daerah  yang  bersan8kutan,   alanat  yang  dilen8kapi   dengan  mama
Daerah dan mama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan
kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat
Daerah.

(3)    Perbandingan  huruf pada alnplop  Naskah  Dinas Perangkat Daerah  antara
tulisan mama Pemerintah Daerah dan tulisan nana Peran8kat Daerah adalah
3:4 (tiga banding empat) dengan menggunakan huruf Arial.

Pasal 5 1

(1)    Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf  k terdiri atas:
a.    map Naskah Dinasjabatan; dan
b.    map Naskah Dinas perangkat Daerah.

(2)    Ukuran,  bentuk  dan  wama  map  naskah  dinas  dapat  disesuaikan  dengan
kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1)    Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51  ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a.    map Naskah Dinas wali Kota; dan
b-.    map Naskah Dinas Kepala perangkat Daerah.

(2)    Map Naskah Dinas Wall Kota sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat  lambang  negara  berwama  kuning  emas  dan  tulisan  Wali  Kota
menggunakan huruf Arial   dengan   ukuran   disesuaikan dan ditempatkan
pada bagian tengah atas secara simetris.
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(3)    Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  map  Naskah  Dinas  Kepala  Perang*at  Daerah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  tercantum  dalaln  Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

(1)    Naskah  Dinas  dapat  disusun  dalam  bahasa  asing  dengan  mengacu  pada
forlnat Naskah Dinas sebagainana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2)    Penyebutan mama Daerah tidak diteljemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54
Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a.    penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan
b.    perlakuan  terhadap  Naskah  Dinas  berdasarkan  klasifikasi  keamanandan

akses yang meliputi:
1.    pemberian kode derajat klasifikasi kealnanan dan akses; dan
2.     pemberian nomor seri pengaman atau seca7ity p7i7rfu.7'zg.

Pasal 55
Dalam ran9ka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi
umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri afas:
a.     sangat rahasia;
b.    rahasia;
c.     terbatas; dan
d.    biasa/terbuka.

Pasal 57
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagainana dfmaksud dalam Pasal 56
disesuaikan  dengan  kepentingan dan substansi Naskah Dinas.
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Pasal 58
(1)    Hak  akses   terhadap   Naskah   Dinas  yang  berklasifikasi   sangat  rahasia,

rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.

(2)    Hak   akses   terhadap   Naskah   Dinas   yang   berklasifikasi   biasa/terbuka
d`iberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59
(1)    Nashah    Dinas   dengan   media   rekam   kertas    diberikan   kode   derajat

pengamanan  pada  amplop  dengan  posisi  pada  sebelah  ldri  atas  Naskah
Dinas.

(2)    Dalam hal Naskah Dinas yang memilild klasififeasi keamanan sangat rahasia
dan rahasia, menggunakan amplop ran9kap dua.

Pasal 60
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memifiki klasifikasi keamanan
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai
dengan perkembangan teknologi.

Pasal 6 1
Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.    Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode `SR' dengan menggunakan tinta

w-a merah;
b.    Naskah Dinas rahasia diberikan kode R' dengan menggunakan tin±a wama

merah;
c.    Naskah Dinas penting diberikan kode T' dengan menggunakan tinta hitaln;

dan
d.    Naskah Dinas biasa diberikan kode B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62
Pemberian  nomor  seri  pengaman  pada  Naskah  Dinas  atau   seoun.fry  pn.JrfuJ'}g
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk
menjamin keautentikan dan ketelpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63
Ketentuan  mengenai  pemberian  nomor  seri  pengaman  atau   security  p7i.7rfu.7'zg
sebagainana dimaksud dalaln Pasal 62 diatur sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BJae V

PEJABAT PENANDATANCIAN NASKAII DINAS

Pasal 64
(1)    Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban dan

tanggung  jawab  yang  ada  pada  seorang  pejabat  untuk  menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dankewenangan pada jabatannya.

(2)~   Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Wall Kota berlaku mutatis
mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas dan pelaksana
harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Ketentuan mengenai  kewenangan  penandatangan  Naskah  Dinas tercantum
dalam hampiran yang meriipakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan
Wafi Kota ini.

Pasal 65

(1)    Pejabat      Pemerintah       Daeral       dapat      melimpahkan      kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.

(2)    Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan  sebagaimana dinaksud pada
ayat   (1)    tercantum   dalam   Lanpiran   yang   merupakan   bagian   tidak
telpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BJng VI

PENGENDALIAN NASKAII DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan :
a.    pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b.    pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67
Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf
a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.    unit  penerima  menindaklanjuti  Naskah  Dinas  yang  diterima  dengan  cara

mengagendakan,    mengklasifikasikan    sesuai    dengan    sifat    sLirat,    dan
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mendistribusikan ke unit pengelola;
b.    unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan

arahan pimpinan; dan
c.    unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68
(1)    Pengendalian  Naskah  Dinas keluar sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 66

huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berifut:
a.    Naskah  Dinas  keluar  yang  telah  ditandatangani  oleh  pejabat  yang

berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada
masing-masing unit ken.a; dan

b.    Nashah Dinas keluar yang telah selesal diproses diarsipkan pada unit
tata usaha dan unit pengelola.

(2)    Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah `atau pinak luar
dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.

(3)    Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda
untuk    perhatian    yang    disingkat    u.p.    diikuti    nana   jabatan    yang
menindaklanjuti dibawah nana jabatan yang dituju.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

(1)   Wall  Kota  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  Tata
Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)    Pembinaan    dan    pengawasan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan  oleh  Sehaetaris  Daerah  melalui  kegiatan  pemantauan  dan
evaluasi   terhadap   penyelenggaraan   Tata   Naskah   Dinas   di   lingkungan
Pemerintah Daerah.

(3)   Pembinaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dimaksudkan   untuk
membantu  Wadi  Kota yang lnenyelenggarakan  urusin pemerintahan  dalam
negeri  dalam  melakukan  pembinanaan  tata  naskah  dinas  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII

KETEN"AN PENUTUP

Pasal 70
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wall Kota Balikyapan
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan  (Berita Daerah Kota Bafikpapan Tahun 2013  Nomor 3),  dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 1
Peraturan Wali Kota ini mulal berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balkpapan.

Ditetapkan di Bali]apapan

pada tanggal  17  Desernber  2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal  17  Desember  2024
SEKRETARIS DAERAII KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR  29

Salinan sesual dengan aslinya
•:-.
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR   29  TAHUN 2024

TENTANG

TATA     NASKAII     DINAS-     DI     LINGKUNGAN

PEMBRINTAII DAERAH

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP,

MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN

PELIMPAHAN KBWENANGAN NASKAII DINAS

I.    Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
A.   Nashah Dinas Penugasan

1.   Surat perintah
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2.  Surat Thgas

WALI KOTA BALIKPAPAN

SURAT TUGAS
NOMOR......................,.....

Dasar •.............. i ..................,,.,,, ®,®,® ,,,,,,,, I ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ® ,,,,

® , ® ,,,,,,,.,..........................., ®,,\ ,,,,  ® ® , ® , ® ,,,, ® ,,,,,,,,, ® ,,,,

MEMERINTAI'IKAN:

Kepada    :    1.Nama
Pan8kat/gol
NIP
Jabatan

2. Nana
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

Untuk      :    1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

Wall Kota Balikyapan,

Nana
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3.   Surat pen.alanan Dinas

LOG.O
DRERun Hop riAskjrm .DINas

pERtirt GlfaT p`.apRdl3
Lemha ke    :  .,.... Le.1.+_`..+1.jL ......,. _

Kede.vyo.       2.„ ..,..,..,.....,.............

REmor......t`.......ut..,.„..+..r.

suRar pER7AIAN:aN DINns {spD)

i PejahatBEmb.uatiferfu-.tmeri
2 Nap?/xp'Peg.anrat,]vapg

metal:§analc-amp_eriq}anin.dines
3 a.  'Pang|Lmt dah Golong¥n -a.

b. .alatan/.instdei t,l
a.  fi`nEca.I Biayra TeEalanan rmasf a-

+ M`alcsud `Pexpalanan Dinzis
§- -fflatangkutyang_dipergurmhan
6, ai  Tempat` beranghat ac

b. Tempal.fuj" b.-
7 a.  LamariiTa, Pep-alanan pinas ja2

3]d Tanggal beranghat h
a.  Tanggal hartls. kemhaE/tiba di C.

tempat ban S}.
a Pengiint=    2i- Tanggal rmr 'Keterfu`gan

I---

2.
3.+

¥L
5+

9' .EEmbebananAnggSran
a.a  lnstansi

b, jifeun b.

10 hre.i_erapgan lan - Fain

*`coret}'angtidall--perha Di}±dtiarfandi-...._..J...I

Tanggal+...-
PejabatFembuatKoriin-en

-L.","."..,.-rrf...,...A...JZ+.i,]

NIP
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-.Bet:anaBaaLt flLriri:                         I:   +<.i.+++i..

prempatrfundthaj
h-e                                                  £-  ,.."u.L,rfu.
Pada Tallggal                          S.+{~!J'++`].r
Eepafa

i...J*-".,-A.-+,,^-..+W.„,,.+.i-
.rm

H.         TLiba di                                       1    i..A,I.¢.,`^., Bemn'glmt ife',                   :,.-A,«2.j.,...~
Pada TangEal                   I.   '^.--~....+.-. RE                                                       .I   +"`-,JJ-..--
Hxp+ala,                                      =    I.*t*.`L.t.4.f..-...--.y..--......+i.."-`*.i. mda Tringrl                    :.+"-+..-.A

Kapala

f]"n-.-~-...H"*.`-i+.he-+i
RE` ne`111+       Tibadi                                     :    ._,-`"..+ Berangkat dud                       ...h.„...+
peda Tanggal                    I    +..-I.I,.£L4`*+ He-.,.`+.i,|*.+fa
Kqu]a....--.-`--&`-'[.,JJ-...-J,....-".."-..+i,"i Thda Tringrl                   :  I.;u...~..

Haprfu

i,.-ou,..."I.-"+...~+.-...3`
usm NIP

'Thri      H€I]adi                                  :   "A+.+.,q",. •BEranifet dffi                  ±   +,.~-.~,~+
Pnda Tanggal                   r   ..,L..Ar..ij[. Ke                                                                      L    a`++&*-.+..*-

KEFala                                       ...`    .L.to+.€+...i.v--j------.-+I-i--------..I Fada Tanggal                   .  -rty^qu*
Hepafa

i-.ut-.--.ul`--._-i-i--._-t
rm` RE.

V*       tibad[                                  =.,{.i,.-...fi*..., BeFariffgrt`dnd',                    a  +~.."..----+
fada "nggrl                  '=  rfu..,i;i..«-ji Ee                                                                  -?.I IJ+r`--+f`*

Kfpala                               `.t,``-`c`,..-..i.rd....-..-..--.,..--i Pada Tanggal                     .   . .....«,*.a
xpalgL

I-+*ra*.-+"£i"......i.i...".i,
NIP N-rp

Th.      'TibaHi                                  .    .~..,L.L~.`* `rdrahidipErilcsa=,d+qugan`ke±er:inEFri
Pada TanEEal                   =   .....I...]LLt balrmra pgHalanan tersebut din:dr=
Hepala                                      i    --`J.ji.-.--.-` benar dlial+mlcEn alas perindahz¥ra

darz semata-"ta untul£
'[+.--.-.-".,-.-.....,-..-.i kqpenfingrn jaha:fan dalam iRELrfui

irapg 5esingkat-singhain}ra.NIP
Vlr. €ata:±an lfiinEatn
un+ RERHj+ThiRE

9PK 5tanE enenerhi'il=azl SP.Bf  pegrmzal ]pepg m`e!alH]kan pEHalanan dinas=
pars p.Ejahat }nng mcagesalkan tanggBI bernghat/.Sba._ sertEL bendEhara
pEngFdraran    bertangrg    jaHrair   -berdasarican    pera±tlmn-pElaml:an
Hbuar!gan   .ntegara  apabifa   nEgara   mendeLri±a   zuri  aldha:i   kesalalan&
I:elalajan. dan kealT}:iann.va

PejalBtpern,btlath-omEinfn=

:f*.H,-L.-+.--.-.i?.,-`.t---i`-
NIF
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8.   Naskah Dinas Korespondensi lnternal
1 . Nota Dinas

Lcao
DAERAl1

Hop NASKArl DI.rt'As
PERANGRAT DAERAH

.r`.OTA DiNAS

Yth`
Dart
Tembusan
Tanggal
Nomor
Sifat
Lanplran
Ilal

Nana Jabatan,

Nana
Pangkat/Golongan
NIP
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2. Memo

Nana
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3. Disposisi

Ltien                                 HOP REASKAI1` DISEfis`
in:EE:!un                     pERANrGlcA:I nAErm

I = M 8 `A R  D-.I a+.FO s`I ,s I

Shat \dnd ±HT€cL`Surat? Diteriina TEl  :iNo.ifeenda:Sifai:

E Segera `H Binasi,a-Tg!. strm£ = HSangatsegera

Hal t~,,a

Dike.nishan kepada Sdr.:I+....+.......+-.--.---..-`.,    -.\ DFnEan h.ormat barap:
Tapgg?Pan dan` S.aran

. E   I.._A.A--.. nJ... -jJ..-.a L]~`L-,-.+ tL. -..-* ++.-+,I,- Proses l`ebth larijut,
a----.....-i+-..-.-.-...-.---...-+` KoordiHasi/korifirrHasikap
Dan se.terusnyar§ra T.„...`„\_ .. f . . - I . . I. + . .I + . . I A I . I. . I - , , - . . a I_ I ) . -

1, ,., +-i , ,-, rL ,A i \», ,- -*1 i I , , \ i I ` \: , \` \-, , , , +

Caintan I.                                                         Ft~anatJalafa=*

{paral d`an fangal}fu`ana.R



-30-

C.  Naskah Dinas Korespondensi Ekstemal
Surat Dinas
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota
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D.  Naslrah Dinas Khusus
1.   Instruksi
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2.   Surat Edaran

WALI KOTA BALIKPAPAN

2.
3. dan setemsnya

SURAT EDAEN

NOMOR.......TAHUN........

TENTANG
•....................-...........-........., i ,,,,, ® ,,,,,,,,,.,,,

•..............`-6 .........,...,, ® , ® ,,,,, ® ,,,,,,,,,,,,.,,,,,-,.-,

Ditetapkan di ..................

pada tanggal .... _ ........... ` ....

Wali Kota Bali]apapan,

Nana
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3.   Surat Kuasa
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4.   Berita Acara

Nana

¥>
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5.   Surat Keterangan
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6.   Surat pengantar

LOGO.Dffl-
KCip mrsKAII DENj±s` DAERjilI

.mR"GIIri:I BAERA±I

Tempat, Thpggrl5 Eulan d`an ±altm

¥th --+.I--<~ --,.-.- c,i.-i,->i .... I ,.-.,--.. i--,
t`-I...-.rf~--`ul+~..+.......+.-,-<.vf*,Li,3,+..5

d3
*-.*f``-iLt+..--.irdL..=i.|=``i.-'..+i,,...v..I---`+.

st3Ra:r REHEAnlTAR
NQMQR '= i+.-Th*=uul...

htt}1
avaskal Ehasj EaranEqngniELn- Banjgiv-in Kete-8+an

-futerifeatanEgal~.._.,,...+.,ut..

Penerha
rs- £`aba{an±

REERE
faninfGdrnEqu
NIP

ffomortelepon.+t£.I,i,hj..

'EEq8ilin

lt-*alBrfur

ITrma
Panrfu±/GQ}angap
RE

i
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7.   Pengumuman

WALI KOTA BALIKPAPAN

PENGUMuhEN

NOMOR  :  ............

TENTENG
.,...,,,,®,,,,,,,

',,,,,,,,,,,,,.........,,,,,,,,,®,,®,

Dikeluarkan di   ...............

pada tanggal ............... ` .....

Wali Kota Balikyapan,

Nana
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8.   haporan

Hop.`es+isKaH Dms
pEzuNGz€fi:I D.asRfiH

-Rifil
trrmENG

AS..--..w~twL..--.rfi..-I...---i..`iq..-ch.:+.Err.c+.--...+-.f..+r.i'--j-]~

a`.  Pendallrfuan

.1` qmun/tatar bdahag

±. Iandasan Huktm

€* n[dsnd dan TujHan

8~   HEEfatan i:Eing dilak=firmhaF_

cL  Hasi£Fng di€apal
•D,  K8simputan dan Samn

E-  Penutup

Dibuat di ..hT+~ ....... t ..... +,,to.., w
fads tanEgal t..4 .... I..t,.`.„,i.."

ar-#chatan,

ELrma
rmghat/GDltingan
NIP
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9.  Telaahan star

LOGO
DAEun

Hop  ltAslcAI± DINas
PERENGKjtT.DjRERArl

mh±3{ slfiF
Yth-                 f .`..A ~.",.slat.i-. I.hal" .-,.- ` )...* .... iL" .....-- " .-.. "-. H.-L=-".-.-- ujis --.....-- `.n "i+
•Dari                 =.i... „>...A.,i+...i.+ .... ".... `.+.I".,it`. A .... jL+ir.+I.i.~...„ ;. ~j + fro„ a-.F„.~ ...,..J+I.£2,.

Tanggal       = + ....-. `.... ~4.t.+..`.:i...~ .... 2.".„ .........+4„.` ...- „~ .... ~„ ....,2u,ut.+ ..... „..+~`.

Nomor           `:  ,..... +^„+*v .,.... u4""+.i...`..L^.a"..:.-;3 { ...... "...~. L+. ct.+..`.,d2.+4.€. L„ .......\.,Td.

Lanpiran.
Hal                    ?  ,"^9r,."r`.--:I .-.-. I. -'.Jr.+.aa. -"A-" ...-.... I.+.:...+ iLu .... t.+" u. „ "1.I-.L`.` ".. ta -I-«+"I

1+    P€rsoalan

=m   Pmrmggapan

lEL  Fakta-Halfa yaps mezxpengarrii`

rv. rfuisis
V.   K`esimpulan

dyr. Sarm

noana-dalatane`

atana
Fmgkat`/Gplongan
Nm
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1 0 . Notula
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1 1 . Surat Undangan

.LOGO..
DRERAH'

K0P NasKAI± Dlh=A`s
pERAINGrm `DRE`RE

TclppaL Tanggal3 Butan `tlan` Tchua

Nomor             I  ...-. +..'` ..--..-..-.,.....

Sifat....`...ul`+...`.?....„

fampiran     ,-: -: .-.. „ ..,. „+„ .... : ....,
Hal             : Unfrogan
Yth-  L' ..-... I` ......-....-.-.-.. i..-I.`...

•.`J..'.-.`..+....``-A,...ti}C....+4..:.,...,--.,

di
^ , , i \` ,0 + .` . , .` .~ .` I .---. i ,. , \ \ + 1 \ , \ , \ \ , ,- r ~ i

hari/ianggal
whrfu                i  „ .....,..... ++... 4.i. : ...... ].,.. „.„ .,.. „...„..„...to.in.,.".u ..... `..„+.+ .... „. in.
te`mpat              .:..„.{-..:.."1.„.LH„+i..`„,i..i ....... h.i.L„il,..i" .....,. + ...... i.„.r .....`."+.
acafa                  :,..I ..-. +-I.  „"..i„j{„ ......, `L ........ tt.u.{..a ..... {u ....... ;.i .... h.t„u„..„„..

1-..`.-.A..``,-...'-`r-..+--`t`-.Ia..-'.`<+..+..i<+i......J`.+i...1^.-,,..-`..,`.?.,++...-+.-.....-`-..--..I.`.I,..*.I-.t..

•..-.-'..'....'...-..-.+.J-.;-,.--..?;.I.....I....I,...i-....-1.`-.i-..t.,.....-.1-.-.+.....--``...(..-.,.-~..`.-..J<.-..-.-I.I...`.-.

NE-Tal]afanr

riana
pingkat/Golongan
REP
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12. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas

LOGO.
I)RERE

HOP NASICAII DIRAS
PERdLNGKATD.RERAF:I

sURATPERLTATfljENfrrEnngs.iazAlcANTucIAs

Non.[oR.` .,..,..... L    .  ,         `  _

Yang bertanda. mngan dibawah ini:
Nana                              .: ...... „...„".. „ „.„ ..,... ^„ „€...".y.A.„_...r„,..`,.„," ..... h„".,.i,
rm
Panghat/Go]ongan
.Jaba±al

Dengan mi menyatahan dengan sesunggr]hn:ira'balirm:
Nan                                   `.I .... „ .... `..1,.;;=*.:.„ ....,.. €.{..€`.`.<[ ..,.... I.```...: ,.........,., i,.`..
Nm
panghat/Colon;gap  1: ..... „ .....,..-....i,..„...: ..,....... L...„...` ............ „ ..,.....` .... i ........I
Jabatin                           ` .-........-.-......,--- ` -.-. ""..I.„ --.... ``` --...-..........-.-...- { .,... i

Yallg ,dian#at berdasarlcan P€ratimn ..)..` .... j\ .,.....................,.. A. h'omor
....-u^..A ...,.."  i:chun`    ........ I ...,.....,..    tentang    .....,.... t .,..,......    terfuti]ng
~ ..................., h`...`.a ................... a  te!ah  nyatz[  menjalanlcan.  tu8as  sebagai
--.--..-,...-..-.`-di......I---..-..`.`.....,....I...L-.---I-.-.....`.`..`.J.``....I...,..I....-........

Demffial]  sirm€ perlryEtaan  mchksanal:an  tugas  -ini sayzi bi|a±
dengrn  sesrmgguhrty-a  dengan mqugingri sumpah jabatan/peg?++Fal`
negeri  sipfl  dan`  apabiha dikemudiali hari  isi surat pen.vataap  ini'
:tem~vet'a, tidak benar yang berakibat kerughan bagi negara* maka sci}.a
bersedia ]nenanggLing.kenigian t.£rse`brfu

Temj)dt TanggqL B`utan, dan Tchun
N-Jabatan.

Nana
Finghat/Go]ongan
aeHP
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13. Surat Panggrlan



-45-

14. Surat lzin

Contoh Format Surat Izin yang Ditandatangani oleh Wali Kota

WALI KOTA BALIKPAPAN

SURAT IZIN
NOMOR.................

TENTANG
..,.................................,...,,,,,,,,,,,

Dasar                  :      a ....... A ............,..................................................

.,,,,,,,,,,,, + ,..................,.,,,,,,,,.,,,,,, ® , , ® , , ® ,,,,,,,,

b.........................................................-....,.......

.................`'5 ..................,,.,,, ® .......... ^ .-....,..........

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nana
Jabatan

Alama.t
Untuk

Ditetapkan di .............-.....

pada tanggal ...................

Wali Kota Balikpapan,

Nana
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Gon{ch Format Sure:t` Binas Peranghat Daelch
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15. I.embaran Daerah

LOGO
DRErRjRE

k®p &T{A§KfiH Dmms``
reran;GR.tTDAERAI+

LEh.IBARAN D]RERjall

..-.. 'L+. -1. ~C-~ ,I .t .

FTomor  ...., i rahlm ..,......                    Ser{ ......apomor` ..... ` .....

PERETt}RAN DAERAli

i --.. I -- - + - -.i .-.- `.

N®mor= -~-.| .-.- tl

TENT.||G
......~....--.rfu.-+===-a.~-i-+.--.i.-.~.*.--+i:-:+.....r.

"undangkan dalam lembamn daerah
1.-~t'` J ~L`` . ., ? -. -!~`` -prr~ .--.-- t ..-,.-. r. I -

Rlomor .A.... +` Tahun + .... a

Seri -,-` .-..-. + ..-,- ` -.--- *J.-.+

Tanggal -„--I-'-----.. ` -----.-

Sfekr€`£aris.merah...+;.A.~.+...`.

Nan-a
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16. Berita Daerah

Nana
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17. Rekomendasi

Nana
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18. Radiogram

4`.`    .-      .   ¥..1WALIKOTABALIKPAPAN

FORMULIR BERITA
Registrasi No :  . . . . . . . . . . . . . . .

PANGGILAN   I  JENIS NOMOR      I       DERAJAT
I I

DARI.
UN
TEMBUSAN:................................................................

KLASIFIKASI    : SEGERA
Nomor

•L]`

|L'L
IRA TrK

888 ITK

.    -     I   11   A

CCC ITK  DUM ITK HBS

Tanggal waktu pembuatan . . . . . . .

Pengirim

No. Kode
Wakfu LaluLintas ParafOperator

Terima Kin

Nana
Tanda
tangan
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19. Surat Tanda Tamat Pendidifan dan Pelatihan (STTPP)

WALI KOTA BAIIKPAPAN
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor.-.............-....-............

Wali Kota Balikyapan Berdasarkan ..............................., dan ketentuan-ketentuannya melryatahan bahwa :

Nana
Tempat/Tanggal lahir
NIP/NRP
Panfat/ Col. Ruang
Jabatan
Instansi
Kuali.fika_si

•.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.............................-.................-,..,,,,,,,,,,,,,,,

.,......................................,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

: 000000000/0000
...............................................,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.,,,, ' ...,...... ' ............................................, ® -,,-,,,,,,,,,,,,,,,,

•-..........-.......-....... I..................-.--....-.....-...--.-............-....-....-..,,.

I ,,,,,, ® ,,,,...,.........-...............,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LULuS
Pada Pendidikan dan Pelatihan  ...............  Provinsi  ................. yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
dali Pelatihan Plovinsi di .................. darn tanggal .......... sanpai dengan ........ yang mchputi ............

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Wali Kota Balkyapan,

Nana

Bagian Belakang SITPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA

Umum

Thusus

:  (ditentukan Badan Diklat)  .....................................................................................-........-......-..
......,................-.......'....................-....,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

..,....,...........................,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat
I,,,,,,...,,.....'.,...........-......................-............................-.....'....................................i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

•.'..............,-,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,............................-......................................................--.........................

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Kepala...............-..............-...........,

Nana
Pangkat/Golongan
NIP
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20. Sertifikat

yang

Nana
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2 1 . Piagan

Nana
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11.      Kop

A.   Kop-Naskah Dinas Jabatan
Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan:
a. Lambang  negara  berwama  kuning  emas  ukuran  2,5  cm  simetris  di

bawahnya bertuliskan Wali Kota, dengan huruf 12, dan ditempatkan di
bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturari dan Penetapan.

b. Lambang  negara  berwama  kuning  emas  ukuran  2,5  cm  simetris  di
bawahnya bertuliskan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, dengan huruf 12,
dan  ditempathan  dibagian  tengah  atas,  serta  alamat  yang  dilengkapi
dengan  nana  Kota  Balikpapan  dan  mama  provinsi  Kalimantan  Timur,
nomor  telepon,  nomor  faksimile,  1aman,  pos-el,  dan  kode  pos  dengan
menggunakan huruf arial berukuran  10  ditempatkan  di bagian  tengah
bawah  untuk  naskah   dinas   selain   Naskah   Dinas   Pengaturan   dan
Penetapan.

c. Dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nalna   Wali   Kota,   menggunakan   Kop   Naskah   Dinas   yang   memuat
Lambang Negara Berwama Kuning emas dan tulisan Nana Pemerintah
Daerah yang ditempathan pada bagian tengah atas secara-simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Wall Kota
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8.   Kop Naskah Dinas Peran8kat Daerah
a. Perbandingan   huruf  pada   kop   Naskah   Dinas   antara   tufican   mama

Pemerintah  Daerah  dan  tulisan  nana  Perangkat  Daerah  adalah  3:4
menggunakan huruf An.az.

b. Penulisan mama Perangkat Daerah ditebalkan (bo!cZ/.

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIAT DAERAH
J1. Jenderal Sudirman Nomor 1, Balikpapan Kota, Balikpapan,

Kalimantan Timur 76 1 1 1
Telepon (0542) 422945, Faksimili (0542) 422945

haman setdakot. balikpapan. go. id

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PERIIUBUNGAIl
UFTD PENGUTIART KENDARAAH BEREOTOR

Jl. Mulawarman Balikpapan SelaLtan Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Telepon (0542) 422945, Faksimili (0542) 422945

I,amen setdakot. balikpapan. go. id

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN

KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

KELURAHAN KLANDASA)I uLu
Jl. Jenderal Sudiman RT. 01 NO. 51 Balikpapan Kota, Balikpapan

Telp (0542)-731804

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SMP NEGERI 1 BALIKPAPAN
Jl. Kapten Piere Tendean No. 48 RT.29, Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota

Telepon (0542)  ................
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Ill.    Stempel Naskah Dinas

A.   Bentuk/ukuran stempel.
1.   Stempel jabatan  Wali  Kota  berbentuk  lingkaran  berisi  nama jabatan,

nana Pemerintah  Daerah,  dan menggunakan lambang negara dengan

pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a. Ukuran garis tengah lingkara luar stempel jabatan adalah 4 cm;
b. Ukuran Saris tengah lingharan tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;

dan
c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

r ----- >  Era-.al-

I .--------- ~>  I.EBtmg H.gEh
:----------->#B®ha-tchz}-rd

Contoh stempel jabatan Wall Kota

2.   Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nana Pemerintah
Kota  Balilapapan,  nana  Pemerintah  Daerah,  mama  Peran8kat  Daerah

yang  bersan8kutan  dan  menggunakan  logo  daerah  dengan  pembatas
tanda bintang, dengan ukuran:
1)  Ukuran garis tengah lingkara luar stempel Perangkat Daerah adalah 4

Cm;

2)  Ukuran  garis  tengah  lingkaran  tengah  stempel  Perangkat  Daerah
adalah 3,8 cm; dan

3)  Ukuran  garis  tengah  lin8karan  dalam  stempel  Perangkat  Daerah
adalah 2,7 cm.



-57-

I ----- >  ha.mchcard

` ------------>  haeZha-chZ}erd

Contoh Stempel Perangkat Daerah

3.   Stempel  unit pelaksana te]mis dinas  dan/atau  badan  layanan  umum
daerah  berbentuk  lingkaran  berisi  nana  Pemerintah  Daerah,  nana
Perangkat  Daerah  dan  nana  unit  pelaksana  teknis  dinas  dan/atau
badan  layanan  umum  daerah  yang  bersangkutan  dan  menggunakan
logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
1)  Ukuran Saris tengah lin8kara luar stempel Peran8kat Daerah adalah 4

Cm;

2)  Ukuran  garis  tengah  lingkaran  tengah  stempel  Perangkat  Daerah
adalch 3,8 cm; dan

3)  Ukuran  garis  tengah  lingkaran  dalam  stempel  Perangkat  Daerah
adalah 2,7 cm.

Contoh stempel unit pelaksana telmis daerah dan badan layanan umum
daerah
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4.   Stempel Pengamanan Naskah Dinas
Stempel  pengamanan  naskah  dinas  digunakan  sesuai  dengan  tingkat
keaminan  surat dan  dicap  pada sebelah kanan  atas amplop  naskah
dinas.  Jika  surat  tersebut  disalin,  stempel  tingkat  keamanan  pada
salinan harus dengan wama yang sama dengan wama stempel pada
surat   asli-.   Stempel   pengamanan   naskah   dinas   berbentuk   persegi

panjang,  berukuran panjang 5 cm,  lebar  1  cm,  berisi tulisan "Sangat
Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA RAHASIA

5.   Ketentuan stempel
a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Wali Kota.
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Peran8kat Daerah adalah

Kepala Perangkat Daerah,  kepala lembaga lainnya,  dan kepala unit

pelaksana telmis dinas.
c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel

jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan
pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel
Perangkat  Daerah  dilakukan  oleh  unit  yang  membidangi  urusan
ketafausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan
dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

f.  Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab alas pengadaan
st?mpel.

6.   Pengaman stempel
a. Untuk pengalnanan stempel Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah

Daerah menggunakan kode rahasia.
b. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  standardisasi  kode  pengamanan

stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah_ Daerah.
IV.     Amplop

A.  Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas`jabatan
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a.  Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

V.     Map

1)   Bentuk dan susunan map Naskah Dinasjabatan Wall Kota

#
W"WOT*

*
Win ko,A

iioHchl TunA T*ve^N

2)   Bentuk  dan  susunan  map  Naskah  Dinas  jabatan  pimpinan  Perangkat
Daerah/ setara jabatan pimpinan tinggi

PEMERf RTAV KOTA IIALIKPAPAN
SEl¢RETAIRAT DAERAH
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3)   Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERIRTAli KOTA BAUKPAPAN
SEl{RETAFtlAT DAEFtAtl

fIAoiAN OR®AneAsi

J.fan Jendcel Sudlman Namor 1, Ballq}apar
Tchoon (05421 422945

VI.     Paraf

1.   Paraf hierarki
Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KABAG/ADMINISTRATOR/JF

KASUBAG/PENGAWAS/JF

PELAKSANA

2.   Paraf Koordinasi

PARAF KO0RDINASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dst
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VII.  Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan.
1.   Kewenangan penandatanganan

a.   kewenangan   untuk   menandatangani   Naskah   Dinas   antar/keluar
instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan
berada pada Wali Kota.

b.   Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat
kebijakan/keputusan/arahan  dapat  diserahkan/  dilimpahkan  kepada
Sekretaris  Daerah  atau jajaran  pimpinan  tinggS  madya  di  Perangkat
Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan

c.   Penyerahan/pelimpahan  wewenang  penandatanganan   Naskah   Dinas
dalam   susunan   surat   oleh   atasan   kepada   pejabat   dibawahnya
dilaksanakan sebagai berikut.
1)    Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangari dan

penandatanganan  Naskah  Dinas  tentang  rencana  strategis  dan
operasional, terlnasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan
kelja di instansi masing-masing.

2)    Jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  pada  Perangkat  Daerah  dapat
memperoleh          penyerahan / pelimpahan          wewenang          dan

penandatanganan     Naskah     Dinas     yang     berkaitan     dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan hidang masing-masing.

3)    Kewenangan    penandatanganan    Naskah    Dinas    di    lingkungan
Pemerintah Daerah dapat dilihat pada ta.bel di bawah ini:

JABATAN DALAM JABATAN

WALI KOTA a.   peraturan daerah;
b.   peraturan wali kota;
c.   keputusan wali kota;
d.   instruksi;
e.    surat edaran;
f.    surat dinas;

9.   surat keterangan;
h.   suratizin
i.    surat peljanjian;
j.    surat perintah;
k.   surat tugas;
1.    suratkuasa;
in.  surat undangan;
n.   surat pemyataan melaksanakan

tu8as;
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o.   surat panggilan;

p.   nota dinas;
q.   Iembar disposisi;
r.    pengumuman;
s.    1aporan;

t.    rekomendasi;
u.   radiogram;
v.    berita acara;
-W.   memo;

x.   piagan;

y.,   sertifikat; dan
z.   surat tanda tamat pendidikan

dan pelatihan

JABATAN DALAM JABATAN WAKIL WALI KOTA

WAKIL WALI KOTA a.   surat dinas; a.  surat edaran;
b.   surat keterangan; b.  surat dinas;
c.   surat perintah; c.  surat keterangan;
d.   surat izin; d.  surat perinfah;
e.   surat tugas; e.  surat izin;
f.    surat pemyataan f.   surat perintah;

melaksanakan tugas; 9.  surat tugas;
9.   nota dinas; h. surat pemyataan
h.   1embar disposisi; melaksanakan
i.    laporan; tu8as;
I.    rekomendasi; dan 1.  -nota dinas;

k.   memo. j.   1embar disposjsi;k.pengumuman;1.radiogram;in.beritaacara;n.piagan;dano.sertifikat.
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JABATAN DALAM JABATAN
ATAS NANAWALIKOTA

SEKRETARIS a.   surat dinas; a.  keputusan;
DABRE b.   surat keterangan; b.  surat edaran;

c.    suratizin; c.  surat dinas
I d.   surat perintah; d.  surat
e.    surat tugas; keterangan;
f.    surat pep.anjian; e.  surat izin;

9.   surat peljalanan f.   surat perintah;
dinas; 9.  surat tugas;

h.   surat kuasa; h.  surat pep.anjian;  -
I.    surat undangan; 1.   surat undangan;I

I.    surat pemyataan j.   surat pemyataan
melaksanakan melaksanakan
tu8as; tu8as;

k.   surat panggilan; k.  surat panggilan;
I.    notadinas; 1.   nota dinas;
in.  Iembar disposisi; in. pengumuman;
n.   telaahan staf; n.  radiogram;
o.   pengumuman; o.  berita acara;

p.   laporan; p.  piagan;
q.   rekomendasi; q.  sertifikat; dan
I.    surat pengantar; r.  surat tanda
s.    Iembaran daerah; tanat
t.    berita daerah; pendidikan dan
u.   berita acara; pelathan.
v.    notula;
W.   memo;

x.   daftar hadir; dan

y.    sertifikat.

JABATAN DALAM JABATANa
ATAS NARASEKRETARISDAERAH

ASISTEN a.  nota  dinas; a.  surat dinas;
b.  Iembar disposisi; b.  surat keterangan;
c.  telaahan staf; c.  surat perintah;
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d.  Iaporan;
e.  surat pengantar;
f.   notula; dan

8.  memo.

d.  surat tugas;
e.  surat peljalanan

dinas;
f.   surat undangan;

9.  surat panggilan;
h.  nota dinas;
i.   1aporan;

j.   surat pengantar;,
dan

k.  daftar hadir.

JABATAN DALAM JABATAN
ATAS NANAWALIKOTA

KETEENGAN

KEPALA a.  surat dinas; a.  keputusan; - Kepala Perangkat
PERANGKAT b.  surat b.  surat edaran; Daerah atas

DAERE keterangan; c.  surat dinas; nana Wali kota
c.  surat d.  surat menandatangani

perintah; keterangan; Naskah Dinas
d.  surat izin; e.  surat dalan bentuk
e.  surat perintah; susunan produk

Pep.anjian; f.   surat hukum
f.   surat tugas; undangan; Keputusan Wadi

8.  surat 9.  sertifkat; Kota berupa

peljalanan dan penetapan dan
dinas; h.  pengumuman pengaturan

h.  surat kuasa; tehais
1.   Surat operasional

undangan; substansi
J.   Surat instansi.

pemyataan - Penandatanganan
melaksanakan Naskah Dinas
tu8as; oleh Kepala

k.  surat Peran9kat Daerah
panggilan; atas nama Wan

1.   nota dinas; Kota bempa
in. nota surat edaran
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pengajuan
konsep
naskal dinas;

n.  1embar

disposisi;
o.  telaahan staf
p.  pengumuman;
q.  1aporan;
r.  rekomendasi;
s.  berita acara;
t.   memo;

u.  daftar hadir;
dan

v.  sertifikat.

hanya terkait
pengaturan
teknis
operasional
substansi
instnasi.

- Untuk Setwan

dapat
menandatangani
semua naskah
dinas sesuai
den8an
kewenangan
Kepala Peran8kat
Daerah kecuali
sertihat.

- rmusus untuk
Kepafa Peran8kat
Daerah yang
membidangi
urusan
pendidikan dan
pelatihanjuga
dapat
menandatangani
radiogram,

piagam, surat
tanda tanat
pendidikan dan
pelatihan atas
nana Waft Kota

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA WALI KOTA

REPALA BAGIAN a.  surat dinas; a.  surat dinas;
PADA b.  surat keterangan; b.  surat keterangan;

SEKRETARIAT c.  surat perintah; c.  surat perintah;
DAEFun d.  surat izin; d.  surat undangan;

e.  surat peljanjian; e.  sertifihat; dan
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f.   surat tugas;

9.  surat pejalanan
dinas;

h.  surat kuasa;
i.   surat undangan;

j.   surat pemyataan
melaksanakan tugas;

k.  surat panggivan;
1.   nota dinas;
in. 1embar disposisi;

n.  telaahan staf;
o.  pengumuman;

p.  laporan;
q.  rekomendasi;
r.  berita acara;
s.  memo;

t.   daftar hadir;, dan
u. sertififat.

f.   pengumuman.

JABATAN DALAM JABATAN
ATAS NAMA KEPALA

PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS a.  surat dinas; a.  surat dinas;
PERANGKAT b.  surat keterangan; b.  surat keterangan

DAERAH c.  surat perintah; c.  surat perfutah;
d.  surat kuasa; d.  surat undangan;
e.  surat undangan; e.  nota dinas
f.   nota dinas; f.   Iaporan; dan

9.  Iembar disposisi; g.  dafter hadir.
h.  telaahan staf;
i.   1aporan;

j.   memo; dan
k.  daftar hadir.
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JABATAN
DALAM ATAS NAMA KEPALA

KETEENGAN
JABATAN PERANGKAT DAERAH

KEPALA a. surat a.  surat dinas; Penandatanganan
BIDANG perintah; b.  surat keterangan; surat dinas untuk

b. nota c.  surat perintah; komunikasi
dinas; d.  nota dinas; dan ekstemal

c.  Iembar e.  daftar hadir. diutamakan untuk
disposisi; dilakukan oleh

d. telaahan Sekretaris
stafe.Iaporan;danf.daftarhadir. I Peran8kat Daerah.

JABATAN DALAM JABATAN
ATAS .NAMA KEPALA

DINAS/BADAN

KEPALA UNIT a.  surat dinas; a.  surat dinas;
PELAKSANA b.  surat perintah; b.  surat keterangan;

TEKNIS DINAS c.  surat tugas; c.  surat perintah;
d.  surat peljalanan d.  nota dinas;

dinas; e.  berita acara;
e.  surat kuasa f.   daftar badir;
f.   surat undangan; 9.  instruksi; dan
9.  surat pernyataan h.  surat edaran.

melaksanakan tugas;
h.  surat panggflan;
1.   nota dinas;

j.   1embar disposisi;
k.  telaahan star;
1.   pengumuman;
in. 1aporan;
n.  rekomendasi;
o.  berifa acara;

p.  memo; dan
q.  daftar hadir.
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JABATAN DALAM JABATAN
ATAS NANAWALIKOTA

KETEENGAN

CARAT a. surat dinas; a.  keputusan; Naskah dinas
b. surat dan keputusan yang

keterangan; b.  surat edaran. ditanda tangani
c.  surat perintah; carat atas
d. surat izin; nana/wali kota
e.  surat perjanjian; hanya untuk
f.  surat tugas; keputusan RT dan
9.  surat pen.alanandinas;h.suratfuasa;I.suratundangan;I.suratpemyataanmelaksanakantugas;k.suratpanggilan;I.notadinas;in.Iembardisposisi;n.telaalanstaf;o.pengumuman;p.Iaporan;q.rekomendasi;r.beritaacara;s.memo;dant.daftarhadir. RW

JABATAN DALAM JABATAN
REPALA

BAGIAN/BIDANG

KEPALA a.  nota dinas; a.  surat perintah;
SUBBAGIAN/KEPALA b.  telaahan staf; dan b. nota dinas; dan
SUBBIDANG/KEPALASEKSI c.  Iaporan. c.  daftar hadir.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT

LURAH a.  nota dinas; a.  surat dinas;
b. telaahan star; dan b.  surat keterangan;
c.  1aporan. c.  surat perintah;

d.  surat undangan; dan
e.  surat panggilan.

JABATAN DALAM JABATAN

PELAKSANA a.  nota dinas;
b.  telaahan staf; dan
c.  Iaporan.

2.   Pelimpahan Kewenangan
a.   Penggunaan Atas Nama (a.n)

Atas  nana,  yang  disin9kat  a.n.,  dipergunakan jika  yang  berwenang
menandatangani   surat/dokumen   melinpahkan   kepada   pejabat   di
bawahnya. Persyaratan yang harus di penuhi sebagai berikut:
1)    Pelimpahan  wewenang  tersebut  dalam  bentuk  tertulis,   khusus

untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang
sifatnya adninistrasi ;

2)    Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan
tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3)    Tanggung jawab  sebagai  akibat  penandatanganan  Naskah  Dinas
berada pada pejabat yang diatasnamakan .
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Contoh:

b.   Penggunaan Untuk Beliau (u.b)
Untuk  beliau,  yang  disingkat  u.b.,  digunakan jika  yang  diberi  kuasa
memberi kuasa lagi kepada pejabat satu  tingkat di  bawahnya.  Untuk
beliau   (u.b)   digunakan   setelah   ada   atas   nana   (a.n}.   Pelimpahan
kewenangan  penandatanganan  Naskah  Dinas  dengan  bentuk  untuk
beliau   (u.b)   hanya  sampai  pada  pejabat  2   (dua)   tingkat  eselon  di
bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
1)    Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya salnpai 2  (dua)  tingkat

struktural di bawahnya;
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2)    Materi   yang   ditandatangani   merupakan   tugas   dan   tanggung

jawabnya;
3)    Dapat  dipergunalan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  pejabat

pengganti; dan
4)    Tanggungjawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh :

a.n. Wali Kota Balikyapan
Sekretaris Daerah,

u.b-
Asisten..................,'

(tanda tangan)

Drs. Zulkipli, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
197302021993011002

c.   Penggunaan pelaksana Tugas (Plt.)
1)     Pit. Wali Kota.

Contoh  penulisan  sebutan  Pit.  dalam  penandatanganan  nashah
dinas.

Plt. Wali Kota Balikyapan,

(tanda tangan)

Nana.....

2)   Plt. Jabatan struktural
Pit.   jabatan   struktural   memi]iki   kewenangan   penandatanganali
Naskah Dinas salna dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab
atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.
Contoh  penulisan  sebutan  Pit.   dalam  penandatanganan  naskah
dinas.

Plt.  Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nana.....
Pangkat/gol
NIP.
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d.   Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
1) Plh. Wafi Kota

Contoh  penulisan  sebutan  Plh.  dalam  penandatanganan  naskah
dinas

Plh.  Wall Kota Balikyapan,

(tanda tangan)

Nana.....

2) Plh. Jabatan Struktural
Plh.  jabatan   struktural  memilihi  kewenangan   penandatanganan
Naskah  Dinas  sesuai  dengan  tugas  yang  diberikan  oleh  pejabat
definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kehijakan yang bersifat
strategis  yang  berdampak  pada  perubahan  status  hukum  pada
aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
Contoh  penulisan  sebutan  Plh.  dalam  penandatanganan  naskah
dinas

Plh.   Asisten .........,

(tanda tangan)

Nama.....
Pangkat/Golongan
NIP

e.   Penggunaan pejabat (H.)
Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas

H..  Wall Kota Balikpapan,

(tanda tangan)

Nana.....

Contoh      penulisan      sebutan      Pj.      Sekretaris      Daerah      dalam

penandatanganan naskah dinas

Pj.  Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nana.....
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f.    Penggunaan pejabat sementara (Its.)
Contoh penulisan sebutan I)s. dalam penandatanganan naskah dinas

Hs.  Wali Kota Bali]apapan,

(tanda tangan)

Nana.....

Salinan sesuai dengan aslinya
I                                              :.                           -``

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD


